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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Dalam melakukan suatu penelitian kita perlu memaparkan tentang apa yang 

kita teliti hal tersebut dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang 

variabel yang akan kita teliti. 

2.1.1 Pajak 

Untuk membiayai semua kepentingan negara yang nantinya akan menjadi 

kepentingan umum juga, dibutuhkan suatu peran serta yang cukup aktif dari 

masyarakat untuk memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak. Pajak ini 

nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi 

masyarakat. 

2.1.1.1 Pengertian Pajak 

Sebelum membahas secara mendalam tentang pemeriksaan pajak, akan 

diuraikan dahulu mengenai pengertian pajak. Ada beberapa pengertian yang 

dijadikan acuan, tetapi dalam hal ini penulis hanya mengambil beberapa  

pengertian yang cukup mewakili unsur-unsur yang terkandung dalam pajak. 

Definisi  pajak dalam buku Siti Kurnia Rahayu yang dikemukakan oleh para 

ahli adalah: 

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (2003) menjelaskan bahwa: 

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum 

undang – undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung 

dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – 
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pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan”. 

 

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro S.H (1991) dalam Dasar – dasar 

Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan menjelaskan bahwa:  

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara peralihan kekayaan dari sektor 

partikulir ke sektor pemerintah berdasarkan undang – undang dapat 

dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal tagen prestasi, yang 

langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran 

umum”. 

 

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock 

Horace R (2005), menjelaskan bahwa:  

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 

pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, 

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan 

yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas – 

tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”. 

 

Dari ketiga definisi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri – ciri 

atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang 

Merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutan pajak harus 

didasarkan pada peraturan perundang – undangan. Asas ini sesuai dengan 

perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam 

undang-undang." 

2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang 

dapat ditunjukkan secara langsung.  

Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang 

telah dibayarkan pada pemerintah. Pemerintah tidak memberikan nilai atau 
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penghargaan atau keuntungan kepada wajib pajak secara langsung. Apa yang 

telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah digunakan untuk 

keperluan umum pemerintah. Wajib pajak hanya dapat merasakan secara 

tidak langsung bentuk – bentuk kontraprestasi dari pemerintah. Seperti 

melihat banyak dibangunnya fasilitas umum dan prasarana yang dibiayai dari 

APBN atau APBD. Merasakan keamanan dan stabilitas negara karena 

aparatur negara maupun prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan 

negara telah dibiayai dengan pajak.  

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah. 

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti melaksanakan ketertiban, 

mengusahakan kesejahteraan, melaksanakan fungsi pertahanan, dan fungsi 

penegakan keadilan, membutuhkan dana untuk pembiayaanya. Dana yang 

diperoleh dalam bentuk pajak digunakan untuk memenuhi biaya atas fungsi – 

fungsi yang harus dilakukan pemerintah tersebut. 

4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.  

Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban 

perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundag – 

undangan. 

5. Berfungsi sebagai budgeter dan regulerend  

Fungsi budgeter anggaran, pajak berfungsi mengisi kas negara atau 

anggaran pendapatan negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan 

umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi regulerend 
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adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk 

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial 

untuk mencapai tujuan tertentu.  

2.1.1.2 Fungsi Pajak 

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat 

untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat 

pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. 

Pada umumnya dikenal 2 macam fungsi pajak yaitu: 

1. Fungsi Budgetair 

Fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (fiscal 

funcition), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana 

secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan 

undang – undang perpajakan yang berlaku.   

2. Fungsi Regulerend 

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat 

kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi regulerend juga 

disebut fungsi tambahan, karena fungsi regulerend hanya sebagai tambahan 

atas fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetair. 

2.1.2  Pengertian Pemeriksaan Pajak 

Salah satu upaya pencegahan tax evasion adalah dengan menggunakan cara 

pemeriksaan pajak (tax audit). Tax Audit yang dilakukan secara profesional oleh 

aparat pajak dalam kerangka self assessment system merupakan bentuk penegakan 

hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan 
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sistem self assessment yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegangan teguh 

pada Undang-undang perpajakan. 

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu dari pilar-pilar penegakan hukum 

pajak. Pemeriksaan pajak adalah salah satu upaya dalam pencegahan tax evasion 

dan merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem self assessment yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak. 

Mardiasmo (2009:50) menjelaskan tentang Pemeriksaan Pajak yaitu: 

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan, 

mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan”.  

Sedangkan definisi pemeriksaan dijelaskan pada Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: 

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan, daya/bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” 

 

Dari kedua definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak 

adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan 

Menteri Keuangan No. 199/KMK.03/2007 adalah untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, 

keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan. 



 

 

19 BAB II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis 

Pemeriksaan akan berjalan lancar apabila didukung oleh faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak, faktor-faktor tersebut adalah: 

1. Teknologi informasi (Information technology) 

Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. 

Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga 

memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan Computer 

Assisted Audit Technique (CAAT). 

2. Jumlah sumber daya manusia (The number of human resources) 

Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja 

pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber 

daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur recruitment terbatas, maka 

untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan 

meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi 

informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan. 

3. Kualitas sumber daya (The quality of human resources) 

Kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar 

belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi 

pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi 

adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan 

dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan reward and punishment. 
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4. Sarana dan prasarana pemeriksaan (Audit facilities) 

Sarana prasarana pemeriksaan seperti computer Sangay diperluka. Audit 

Command Language (ACL), contohnya Sangay membantu pemeriksa di 

dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.  

Pemeriksaan juga tidak akan berjalan dengan baik apabila terdapat kendala-

kendala yang di hadapi dalam pemeriksaan. Kendala-kendala tersebut antara lain: 

1. Psikologis 

Persepsi wajib pajak tentang pemeriksaan pajak dan persepsi pemeriksa pajak 

mengenai kepatuhan wajib pajak. Persepsi yang terbentuk pada wajib pajak 

maupun pemeriksa pajak sangat tergantung pada penguasaan informasi. 

Apabila timbul ketimpagan informasi, maka timbul masalah psikologis antara 

kedua belah pihak. Wajib pajak timbul penolakan, pemeriksa pajak timbul 

kecurigaan. 

2. Komunikasi 

Terdiri dari komitmen wajib pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan 

pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan. 

Komitmen wajib pakal timbul apabila wajib pajak memahami tujuan 

pemeriksaan dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta hak dan 

kewajiban pemeriksa. Selain itu temuan sementara pemeriksaan pajak 

hendaknya disampaikan lebih dini untuk memberikan kesempatan bagi wajib 

pajak menjelaskan dan memberikan buku, catatan atau dokumen tambahan 

yang mendukung penjelasan-penjelasannya. Apabila komunikasi tidak 

kondusif maka hal ini dapat menghambat jalannya pemeriksaan pajak. 
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3. Teknis 

Terdiri dari ukuran perusahaan, pemenfaatan teknologi informasi, 

kepemilikan modal, cakupn transaksi. Semakin kompleks variable teknis akan 

berdampak terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak. 

4. Regulasi 

Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan 

atas setiap transaksi yang timbul dan sejauh mana jangkauan hak pemajakan 

undang-undang domestik atas transaksi internasional. 

2.1.3 Tahapan Pemeriksaan Pajak 

2.1.3.1 Persiapan Pemeriksaan 

Suatu pemeriksaan pajak yang baik harus memiliki perencanaan atau 

persiapan yang baik. Persiapan dibutuhkan agar proses pemeriksaan pajak 

berjalan terarah sesuai dengan yang diharapkan sehingga mendapatkan hasil yang 

optimal. 

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Mempelajari berkas wajib pajak /berkas data 

2. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak 

3. Mengidentifikasi masalah 

4. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak 

5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan 

6. Menyusun program pemeriksaan 
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7. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam 

8. Menyediakan sarana pemeriksaan 

Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh 

gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga program 

pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. 

A. Mengumpulkan dan mempelajari Berkas Wajib Pajak (Data Internal 

dan Eksternal) 

Kegiatan mengumpulkan berkas WP dan berkas data dimulai dengan 

meminjam berkas dari seksi terkait dan memanfaatkan data internal yang 

terdapat didalam sistem administrasi kantor pajak yang bersangkutan. Pada 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah menjalankan sistem administrasi 

modern, berkas Wajib Pajak (WP) dapat diperoleh dari seksi pelayanan atau 

dapat dilihat pada system informasi yang terhubung dengan seluruh komputer 

pegawai di KPP yang bersangkutan. 

1. Sistem Informasi Administrasi 

2. Data Tunggakan Wajib Pajak 

3. Laporan Hasil Pemeriksaan terdahulu serta Kertas Kerja Pemeriksaannya 

4. Riwayat Keberatan/Banding/Peninjauan Kembali 

Selain data internal, pemeriksa dapat mengumpulkan informasi dari 

sumber-sumber data eksternal antara lain: 

1. Media massa (media cetak dan elektronik) 

2. Internet 

3. Bursa 
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B. Identifikasi Wajib Pajak (Tax Payer Profile) 

Seluruh data dan informasi yang didapat baik itu dari internal maupun 

eksternal dirangkum dalam bentuk Tax Payer Profile (profil Wajib Pajak). 

Profil Wajib Pajak meliputi: Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, 

Alamat Wajib Pajak, Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Tanggal 

Pengukuhan PKP, Kode Lapangan Usaha (KLU), Jenis Usaha, Merk Dagang, 

Contact Person, Pemegang Saham, Hubungan Istimewa, Pengurus (Direksi 

dan komisaris) dan lain-lain. 

C. Analisis Kuantitatif dan Kualitatif 

Untuk data-data berupa laporan keuangan wajib pajak dilakukan analisis 

kuantitatif untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu 

melakukan pemeriksaan serta untuk menentukan beberapa perkiraan buku 

besar yang diprioritaskan dan/atau akan dikembangkan pemeriksaannya. 

D. Mengidentifikasi masalah dan Menentukan cakupan (ruang lingkup) 

pemeriksaan 

Setelah dilakukan analisis data baik kuantitatif maupun kualitatif 

Pemeriksa akan mengetahui pos-pos apa saja yang memerlukan perhatian 

khusus dan masalah-masalah apa saja yang mungkin ada pada Wajib Pajak. 

Atas alternatif-alternatif permasalahan tersebut Pemeriksa harus dapat 

mengidentifikasi penyebab paling mungkin atas terjadinya masalah tersebut 

serta menentukan pos-pos atau rekening apa saja yang berkaitan dengan 

masalah yang ada. Pos-pos atau rekening inilah yang nantinya akan dilakukan  
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pendalaman lebih jauh. Identifikasi masalah dan cakupan pemeriksaan yang 

telah ditentukan akan digunakan sebagai bahan untuk membuat program 

pemeriksaan. 

E. Menyusun program pemeriksaan dan menentukan buku-buku dan 

dokumen yang akan dipinjam 

Program pemeriksaan adalah suatu daftar langkah-langkah pemeriksaan 

atau pengujian yang dilakukan terhadap objek yang diperiksa. Program 

pemeriksaan disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil penelaahan 

yang diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya. 

Program pemeriksaan harus merujuk kepada identifikasi permasalahan serta 

cakupan (ruang lingkup) yang telah ditentukan. Hal ini perlu dilakukan agar 

arah pemeriksaan tidak terlalu melebar sehingga tidak fokus. 

Program pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang perlu 

dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Berdasarkan 

program pemeriksaan dapat diidentifikasi buku-buku atau catatan yang akan 

dipinjam kepada Wajib Pajak. 

F. Menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan 

Agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar, maka 

sebelum melakukan pemeriksaan perlu dipersiapkan sarana-sarana. 
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2.1.3.2 Pelaksanaan Pemeriksaan 

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

pemeriksa dan meliputi: 

1. Memeriksa di tempat Wajib Pajak, 

2. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern, 

3. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan 

4. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-

dokumen 

5. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, 

6. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, 

7. Melakukan sidang penutup (Closing Conference) 

A. Pemeriksaan di Tempat Wajib Pajak 

Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai 

serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemeriksa di tempat/lokasi Wajib Pajak 

untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya 

guna mengetahui dan mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha Wajib Pajak, mengetahui dan menilai Sistem Pengendalian 

Intern, serta untuk meyakinkan kebenaran atau keberadaan fisik aktiva tetap 

yang dilaporkan dan kepemilikannya dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

B. Melakukan Penilaian Atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) 

Sistem ini terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang 

dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan 
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dan sasaran satuan usaha dapai dicapai. Kebijakan dan prosedur ini seringkali 

disebut pengendalian, dan secara bersama-sama membentuk struktur  

pengendalian intern suatu bentuk usaha. 

Untuk mengetahui lemah/kuatnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) 

sebagai dasar untuk menentuka luasnya cakupan pemeriksaan dan dalamnya 

pengujian-pengujian yang akan/harus dilakukan. 

C. Menyesuaikan Cakupan dan Program Pemeriksaan 

Agar pemeriksaan lebih terarah kepada permasalahan yang factual 

sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Setelah kita melakukan 

penilaian SPI maka akan terlihat kearah mana sebaiknya program 

pemeriksaan dilakukan. Proram pemeriksaan yang telah dibuat sebelumnya 

akan dimutakhirkan seirama dengan hasil penilaian dan pengujian SPI. 

D. Melakukan Pemeriksaan Buku, Catatan, dan Dokumen 

Pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen merupakan jantung dari tahap 

pelaksaan pemeriksaan. Seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai 

dengan langkah penilaian SPI tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai 

dengan langkah pemeriksaan buku-buku, catatan dan dokumen Wajib Pajak. 

Temuan atau koreksi bukanlah suatu sulap yang bias hadir begitu saja hanya 

dengan menjentikan jari. 

Langkah pemeriksaan buku, catatan dan dokumen dilakukan dengan 

berpedoman pada program pemeriksaan yang telah disusun dan 

dimutakhirkan. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan suatu teknik dan 

metode-metode tertentu. 
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E. Melakukan Konfirmasi Kepada Pihak Ketiga 

Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari Wajib 

Pajak dengan bukti –bukti yang diperoleh dari pihak ketiga. 

F.  Memberitahukan Hasil Pemeriksaan Kepada Wajib Pajak 

1. Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal dan perhitungan pajak 

terutang kepada Wajib Pajak. 

2. Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiskal serta perhitungan 

pajak terutang dengan Wajib Pajak. 

3. Memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan 

pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut 

mengenai temuan dan koreksi fiskal yang telah dilakukan. 

G. Melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 

Tujuan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai 

upaya memperoleh pendapat yang sama dengan Wajib Pajak atas temuan 

pemeriksaan dan koreksi fiscal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa. 

Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan 

yang harus ditandatangai oleh Wajib Pajak dan pemeriksa disertai lampiran 

yang menyebutkan jumlah koreksi dan jumlah pajak terutang yang disetujui 

oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa. 
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2.1.3.3 Laporan Pemeriksaan Pajak 

Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada 

akhir Laporan Pemeriksaan pelaksanaan merupakan ikhtisar dan penuangan 

semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Laporan Pemeriksaan Pajak juga merupakan sarana bagi pihak – pihak lain 

untuk mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan tersebut, baik berkenaan 

dengan pencarian informasi – informasi tertentu, maupun dalam rangka pengujian 

kepatuhan prosedur dan mutu pemeriksaan yang telah dilakukan. Oleh karena itu 

Laporan Pemeriksaan Pajak harus informatif.  

Setelah dilakukannya tahapan-tahapan pemeriksaan maka harus dibuat 

laporan hasil akhir pemeriksaan yang berisi laporan mengenai proses pemeriksaan 

yang perlu dipertanggungjawabkan oleh pemeriksa pajak. Laporan hasil 

pemeriksaan merupakan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), 

yang sifatnya terikat hukum yang memiliki pengaruh terhadap wajib pajak 

maupun pemeriksa pajak. Dalam penerbitan SKP harus mengikuti persyaratan 

legal formalnya, berbagai data dan informasi, perhitungan, teknik dan metode 

yang digunakan dalam pemeriksaan, proses pengambilan kesimpulan, hingga 

pengikhtisaran dalam suatu Laporan Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan teliti, 

akurat, logis, dan mengacu pada peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LPP supaya dapat 

dimanfaatkan oleh pemeriksa berikutnya antara lain, gambaran kegiatan usaha 

wajib pajak, gambaran sistem akuntansi, daftar buku dan dokumen yang dipinjam, 
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produksi data, dan usulan pemeriksa yang berisi apabila dikemudian hari 

ditemukan data baru dan atau data lain yang belum terungkap dalam pemeriksaan 

ini maka diusulkan untuk diterbitkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

Laporan pemeriksaan disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Umum 

Memuat keterangan-keterangan mengenai, identitas wajib pajak, pemenuhan 

kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan wajib pajak, penugasan dan alasan 

pemeriksaan, data dan informasi yang tersedia dan daftar lampiran. 

2. Pelaksanaan pemeriksaan 

Memuat penjelasan secara lengkap mengenai, pos-pos yang diperiksa, 

penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa, dan temuan-temuan 

pemeriksa 

3. Hasil pemeriksaan 

Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan wajib 

pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan mengenai besarnya 

pajak-pajak yang terutang. 

4. Kesimpulan dan usul pemeriksaan 

Memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk, perbandingan antara pajak-pajak 

yang terhutang berdasarkan laporan wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, 

data/informasi yang diproduksi, dan usul-usul pemeriksa. 
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2.1.4 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Badan 

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak 

(Moh.Zain:2004) dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah:  

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, 

tercermin dalam situasi di mana:  

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan, 

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, 

3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar,  

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”  

 

Menurut Chaizi Nasucha, dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan 

bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasikan dari: 

“Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk 

melaporkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan 

pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”  

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 

yang dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), menyatakan 

bahwa:  

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentun peraturan perundang-

undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu 

Negara.”  

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh 

adalah wajib pajak yang sadar akan pajak, paham atas hak dan kewajiban 

perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban 

perpajakan dengan benar serta tepat waktu dalam melaporkan kembali Surat 

Pemberitahuan (SPT).   
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Pengertian Wajib Pajak Menurut Siti Resmi (2008:21) dalam Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, menjelaskan 

bahwa:  

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan 

pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”  

Pengertian Wajib Pajak Badan Menurut Siti Resmi (2008:21) dalam 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, 

menjelaskan bahwa:  

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha 

yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama 

dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”  

 

Dari pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan 

merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan 

pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang 

berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai 

dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak  

2.1.5.1 Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu  

 Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 138) Wajib Pajak telah menjalankan 

kewajibannya dalam menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu jika:  

“Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak 

Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak 
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telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) 

Tahunan sebelum tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi 

kewajibannya.”  

 

Jadi sesuai dengan ketetapan perundangan perpajakan yang berlaku bahwa 

Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam kurung waktu yang 

ditetapkan yaitu sebelum tanggal 31 Maret maka wajib pajak tersebut 

dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang patuh. 

2.1.5.2 Menyampaikan SPT Tahunan PPh Terlambat/ Lewat Waktu 

 (Permohonan Perpanjangan Penyampaian SPT)  

Terdapat banyak kasus dimana Wajib Pajak tidak menyampaikan kembali 

SPT pada waktunya dikarenakan ketidaklengkapan persyaratan berupa laporan 

keuangan dari WP Badan tersebut. 

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:46) menjelaskan 

bahwa:   

“Pasal 3 ayat 4 dan 5 UU KUP menyatakan bahwa WP dapat mengajukan 

permohonan perpanjangan untuk waktu penyampaian SPT tahunan. Dengan 

cara mengisi formulir yang tersedia di kantor pelayanan pajak, masing-

masing rangkap dua. Dalam permohonan secara tertulis itu diajukan 

sebelum tanggal 25 sebelum batas akhir penyampaian SPT Tahunan”.  

 

2.1.5.3  Menyampaikan SPT Tahunan PPh Pembetulan  

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:46) menyatakan 

bahwa:  

“Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh Wajib Pajak 

masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan 

sendiri dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian 

tahun pajak atau tahun pajak dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan 

pemeriksaan. Dalam hal pembetulan SPT tersebut diatas menyatakan rugi 

atau lebih bayar”.  

 



 

 

33 BAB II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis 

Dengan fasilitas tersebut diatas, Wajib Pajak dapat tetap melakukan 

kewajibannya walaupun dengan keterlambatan waktu, namun dapat dikategorikan 

sebagai Wajib Pajak yang patuh. 

2.1.6 Hubungan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan 

Pemeriksaan pajak adalah suatu keniscayaan yang harus diterima oleh 

Wajib Pajak sebagai penyeimbang dari pelaksanaan sistem perpajakan yang 

menganut self assesment. Tujuan utama yang ingin dicapai dari pemeriksaan pajak 

adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Adapun konsep penghubung 

Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.  

Menurut Gunadi (2005) menjelaskan bahwa: 

 “Tax compliance merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur 

kinerja administrasi perpajakan oleh institusi pemungut pajak. Salah satu 

sarana dalam peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak adalah pemeriksaan 

pajak”. 

 

Menurut Manish Gupta
 

and Vishnuprasad Nagadevara menjelaskan bahwa: 

“Penelitian ini menemukan hubungan yang positif antara pemeriksaan dan 

kepatuhan sukarela. Temuan menunjukkan bahwa pengaruh pemeriksaan 

atas kepatuhan sukarela akan meningkatkan pendapatan Negara.” 

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:262) menjelaskan bahwa: 

“Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah 

merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil 

pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib 

Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan 

dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif 

agar untuk masa – masa selanjutnya menjadi lebih baik.”  
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Dalam ketiga penjelasan tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

pemeriksaan pajak selain bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana 

pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak sehingga dapat tercapai tingkat 

kepatuhan wajib pajak, terutama dalam pemenuhan kepatuhan ketepatan waktu 

dalam penyampaian SPT. Dengan dilakukan pemeriksaan pajak, akan diperoleh 

tingkat kebenaran laporan Wajib Pajak yang dituangkan dalam SPT. Dari hasil 

pemeriksaan yang telah dilakukan, akan dapat diukur tingkat kepatuhan atau 

ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Setelah berkurangnya pendapatan minyak dan gas bumi, pajak menjadi 

sektor pendapatan Negara yang sangat penting. Mengingat pentingnya peranan 

Pajak yang merupakan salah satu penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) dalam menunjang penyelenggaraan negara 

menyebabkan pemerintah mulai mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari 

pajak. Penerimaan pajak merupakan jumlah iuran yang dibayar oleh masyarakat 

dimana dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku yang diterima oleh 

negara dalam suatu masa yang nantinya digunakan oleh negara untuk membayar 

pengeluaran negara berupa pemeliharaan berbagai fasilitas untuk digunakan 

umum. 

Dalam praktek pemungutan pajak di Indonesia Wajib Pajak diberi 

kepercayaan untuk melaksanakan suatu sistem dimana Wajib Pajak menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, 
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sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat 

dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami 

oleh anggota masyarakat wajib pajak.  

Dengan adanya kepercayaan yang sangat besar yang telah diberikan 

pemerintah kepada masyarakat maka sudah selayaknya diimbangi dengan upaya 

penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan kepercayaan tersebut. Dengan sistem self assessment yang dianut 

dalam Sistem Perpajakan Indonesia sekarang ini menuntut Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib 

Pajak. Hal utama yang dilakukan dalam pengawasan adalah melalui pemeriksaan 

pajak yang mana menjadi sarana untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak. Penting bagi DPJ untuk memiliki 

Pemeriksa Pajak yang hadal dan tanggap dalam menjalankan tugasnya, dengan 

begitu akan memungkinkan diperolehnya manfaat ganda apabila dikombinasikan 

dengan unsur-unsur self-assessment, sehingga penerimaan pajak secara maksimal 

dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh DJP sebagai 

wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan 

pelayanan prima kepada Wajib Pajak serta mengoptimalisasikan penerimaan 

negara. 

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, Wajib Pajak 

menjadi patuh secara sukarela pada saat mereka sadar bahwa institusi dalam hal 

ini DJP, memperlakukan mereka dengan wajar dan adil. Lebih jauh lagi, Wajib 

Pajak yang diakui sebagai Wajib Pajak patuh juga ingin mengetahui bagaimana 
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aparat pajak menghadapi para Wajib Pajak yang tidak patuh. Dengan cara ini, 

peraturan yang responsive akan dapat mewujudkan kepercayaan dan keyakinan 

Wajib Pajak akan ligitimasi system perpajakan kita. Dan dengan demikian akan 

timbulah kepatuhan pajak Wajib Pajak yang sukarela pula. 

Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan dan persamaan dengan penelitian 

terdahulu, maka dapat dilihat tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian dan Kajian Peneliti Sebelumnya 

 

No Nama Peneliti 

(tahun) Jurnal  

Judul Hasil Penelitian Persamaan Perbedaaan 

1.  OECD  

Center For Tax 

Policy And 

Administration  

(2004)  

Compliance 

Measureme

nt  

(Pengukura

n 

Kepatuhan)  

Perlunya 

pengelompokkan 

ketidakpatuhan secara 

efektif dan efisien 

dengan menggunakan 

metode Siklus 

Manajemen Risiko. 

Pengelompokkan 

penting menerapkan 

strategi yang berbeda 

bagi setiap kelompok 

ketidakpatuhan. 

OECD 

mengelompokkan ke 

dalam tiga kelompok 

berbeda yaitu rendah, 

menengah dan tinggi. 

Operasionalisasi 

ketidakpatuhan 

dilakukan dengan 

presentase koreksi 

penghasilan netto. 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

perilaku WP tidak 

patuh adalah Faktor 

Ekonomi dan Faktor 

Perilaku.  

Variabel 

yang diteliti 

adalah 

tentang 

kepatuhan 

wajib pajak, 

terutama 

WP 

perusahaan 

besar dalam 

menyampai

kan SPT-

nya.  

 

Variabel Y-

nya berbeda, 

tidak 

dikaitkan 

dengan 

pemeriksaan 

pajak 

2.  Manish Gupta
 

Audit Pemilihan strategi Objek  
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and 

Vishnuprasad 

Nagadevara 

Selection 

Strategy for 

Improving 

Tax 

Compliance 

– 

Application 

of Data 

Mining 

Techniques 

pemeriksaan dapat 

mengecek 

penyalahgunaan pajak 

dan meningkatkan 

kepatuhan Wajib 

Pajak. Penelitian ini 

menggunakan analisis 

algoritma data mining 

menggunakan model 

hybrid memiliki 

pengaruh yang baik 

terhadap pemilihan 

strategi pemeriksaan 

terhadap kepatuhan 

mencapai 86%. 

penelitianny

a sama yaitu 

tentang 

pemeriksaa

n pajak dan 

kepatuhan 

wajib pajak 

3. James Alm dan 

Michael McKee 

(2006) 

Audit 

Certainty, 

Audit 

Productivity

,and 

Taxpayer 

Compliance 

Efek kepatuhan 

mengubah  

probabilitas 

pemeriksaan sama 

dengan efek dari 

perubahan yang setara 

dalam produktivitas 

pemeriksaan. Maka   

otoritas pajak dapat 

meningkatkan 

kepatuhan melalui 

strategi yang lebih 

mudah. Namun, hasil 

penelitian 

menunjukkan bahwa 

peningkatan 

produktivitas 

pemeriksaan saja tidak 

efektif.  Akan efektif 

apabila  

produktivitas 

pemeriksaan 

dikombinasikan 

dengan probabilitas 

pemeriksaan yang 

lebih tinggi bahwa 

dampak keseluruhan 

pada kepatuhan adalah 

positif. 

Objek 

penelitianny

a sama yaitu 

tentang 

pemeriksaa

n pajak dan 

kepatuhan 

wajib pajak 

 

4.  Gunadi (2005) Fungsi 

Pemeriksaa

Berdasarkan hasil 

kajian dan analisa  

Objek 

pembahasan
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n Pajak 

Terhadap 

Peningkatan 

Kepatuhan 

Pajak (Tax 

Compliance

) 

  

pelaksanaan 

pemeriksaan dengan 

data mulai tahun 2001 

sampai tahun 2003, 

diketahui bahwa 

pelaksanaan 

pemeriksaan terhadap 

SPT yang masuk 

berkisar rata-rata 

12,8%, yang 

menunjukan bahwa 

tax audit coverage 

masih relatif rendah. 

Untuk peningkatan 

kepatuhan Wajib 

Pajak, pemeriksaan 

pajak menjalankan 

fungsinya sebagai alat 

edukasi, sebagai alat 

pendeteksi 

pelanggaran pajak dan 

alat untuk pencegahan 

terhadap Wajib Pajak 

yang bermaksud untuk 

melanggar. 

nya sama 

yaitu 

tentang 

pemeriksaa

n pajak dan 

kepatuhan 

wajib pajak. 

5. Yongzhi Niu, 

Ph. D. 

Tax Audit 

Impact on 

Voluntary 

Compliance 

Penelitian ini 

menemukan hubungan 

yang positif antara 

pemeriksaan dan 

kepatuhan sukarela. 

Temuan menunjukkan 

bahwa pengaruh 

pemeriksaan atas 

kepatuhan sukarela 

akan meningkatkan 

pendapatan Negara. 

Objek 

penelitianny

a sama yaitu 

tentang 

pemeriksaa

n pajak dan 

kepatuhan 

wajib pajak 

 

 

Berdasarkan kelima penelitian tersebut diatas yang membedakan dengan 

penulis yaitu para peneliti sebelumnya menguji kepatuhan Wajib Pajak melalui 

beberapa analisa risiko untuk mengetahui tingkat risikonya apakah akan 

berpengaruh tinggi, cukup tinggi atau rendah terhadap ketidakpatuhan Wajib 
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Pajak, dan berbagai strategi pemeriksaan pajak untuk mengikur tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak, namun pada penelitian-penelitian sebelumnya dapat disimpulkan 

bahwa pentingnya mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk dapat menjadi 

tolak ukur bagi kinerja DJP melalui pemeriksaan pajak dan dapat menambah 

pendapatan negara. 

Berbagai faktor menjadi latar belakang munculnya ketidakpatuhan oleh 

Wajib Pajak Badan di Wilayah Jawa Barat. Menurut dari Organisation for 

Ekonomi Co-operation and Development (2004) bahwa terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi ketidakpatuhan Wajib Pajak Badan terhadap kewajiban 

perhitungan dan penyampaian SPTnya, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-

ekonomi. Faktor ekonomi berhubungan secara langsung dengan beban keuangan 

yang akan dikeluarkan oleh Wajib Pajak Badan dalam penyelesaian 

kewajibannya. Sedangkan faktor non-ekonomi berhubungan pada perilaku Wajib 

Pajak, dimana setiap individu memiliki perilaku yang berbeda sesuai dengan latar 

belakang, tingkat pendidikan serta kepribadian. Pada saat memiliki kesempatan 

untuk bisa menghindari kewajiban pajaknya, maka Wajib Pajak akan mengambil 

peluang tersebut demi mendukung faktor ekonomi yang melatarbelakangi. 

Sedangkan menurut Widyaiswara mengelompokan bahwa ketidakpatuhan 

formal Wajib pajak yaitu Wajib Pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, 

Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT, Wajib Pajak menyampaikan SPT yang 

isinya tidak benar/ tidak lengkap/ melampirkan keterangan yang tidak benar, 

Wajib Pajak yang sengaja tidak bersedia meninjamkan pembukuan, catatan, atau 
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dokumen lainnya, hal tersebut dapat terdeteksi dengan dilakukannya pemeriksaan 

pajak. 

Ketidakpatuhan ini telah menjadi pekerjaan rumah yang wajib diselesaikan 

oleh Dirjen Pajak karena ketidakpatuhan Wajib Pajak akan berpengaruh pada 

pendapatan Negara yang menjadi sumber dana pembangunan dan pemeliharaan 

saran publik bagi masyarakat. Untuk itu pentingnya melihat peningkatan 

pengawasan dari DJP terhadap semua Wajib Pajak salah satunya melalui 

pelaksanaan pemeriksaan pajak. 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140) menjelaskan bahwa: 

“Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi 

sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, 

penegakan hukum pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak”. 

 

Dari penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa kepatuhan 

merupakan kesadaran yang timbul dalam diri Wajib Pajak untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sesuai 

undang-undang yang berlaku. 
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Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam 

bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Wajib Pajak 

SPT DJP 

Pemeriksaan Pajak Kepatuhan Wajib Pajak 

 Tahapan persiapan 

pemeriksaan 

 Tahapan pelaksanaan 

pemeriksaan 

 Tahapan pelaporan 

 

 Menyampaikan SPT Tahunan PPh 

Tepat waktu 

 Menyampaiakan SPT Tahunan 

PPh Terlambat (Permohonan 

perpanjangan waktu) 

 Menyampaikan SPT tahunan PPh 

Pembetulan  

 

Menurut Gunadi (2005) menjelaskan bahwa: 
“Tax compliance merupakan salah satu indikator penting dalam 

mengukur kinerja administrasi perpajakan oleh institusi 

pemungut pajak. Salah satu sarana dalam peningkatan 

Kepatuhan Wajib Pajak adalah pemeriksaan pajak”. 

 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140) menjelaskan bahwa: 

“Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan 

pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat 

kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan 
dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan 

motivasi positif agar untuk masa – masa selanjutnya menjadi 

lebih baik”. 

Hipotesis 

“Adanya pengaruh 

pemeriksaan pajak 

Terhadap Kepatuhan 
Formal Wajib Pajak Badan” 

 

Orang Pribadi Badan 
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2.3 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2010:93) menjelaskan bahwa:   

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun 

dalam bentuk kalimat pertanyaan.” 

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat 

sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran 

diatas, maka dapat disajikan oleh penulis adalah berhipotesis bahwa 

“Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan”.  

 

 

 

 


